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daya alam dan jasa-jasa lingkungan
didalamnya, me,nentukan tqiuan dan
sasaran pemanfaatan, dan merencanakan
serta mengelola segenap kegiatan
pemanfaatannya; guna mencapai
pembangunan yaJlg oPtimal dan
berlielanjutan. Proses pengelolaan
dilahkan secara berkelanjutan dan
dinamis dengan memperrimbangkan
segenap aspek sosial ekonomi budaya
dan aspirasi masyarakat Pengguna
kawasan pesisir (stakeholders\ serta
konflik pemalifaatan kawasan pesisir
yang mungkin ada (Sorensen dan mc
Creary, 1990; IPCC,1994; Dahuri, 2001).
Wilayah Kabupaten Kaur
merupakan wilayali pantai/pesisir
sepanjang 105 km2 dengan ekosistem
utama: esfuary, hutan mangloYe, terfinbu
karang dan sebagainya. Ini merupakall
modal dasar pembangunan daerah yang
dapat dikembangl<an untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Tetapi hal ini
juga harus didukung dengan peningkatan
surnber daya manusia serta sfrategi
perencanaan pengelolaan yang
mempertimbangkan berbagai aspek dan
kondisi lokal masyarakat setempat.
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Batas kearah laut wilayah pesisir
adalah sesuai dengan batas laut yang
t"tduput dalam Peta Lingkungan lqtat
Indonesia (PLPD rlengan skala 1:50-000'
Va"g Oit*tOitkan oleh Badan Koordinasi
"Sori.v dan pernetaan Nasional' 'Sedang
batas kearah d"arat adalah mencakup batas
uJ*i*t*ti seluruh desa Pantai U1ruk
ttptotiog* pengelolaan, batas kearah darat
Juti *uui, wrlayah pesisi; 'lapat ditetapkanJ"" *u**, iuit* batas untr:k wilaYah
p**.unuun (planning zone) 
.dw batas
rrntuk wilayah p*gutoun (regulat-ion zone)
r", pengeloiaan kesehariaddoy-today
i *ogi*int (Dahud,200 I'h' 6- 1 0)'
" Berbagai nonna hiduP da.lam
komunitas desa yang ada di sepanjang
pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama
sekali yang birhubungan dengan 
-hak.dan
kewEiban atas tanah, air dan sumber daya
aiam yang mengelilingi mereka, 
- 
yang
Oi*utiti dari leluhumYa' Mergka
t*g*gguP sumber daYa alam tidak
,.rnu"tu-iita untuk me'menuhi manfaat
ekonomi ataupun sekedar memenuhi
kebutuhan sehari-hari, tetapi pada saat
tertentu juga mempunyai nilai budaya'
spiritual,- sosial, Politik . 9-
ei.ofogis.Sonald Z Titahelu dalam buku"
Pluraiisme Hukum",2005 . 198)
Komunitas masYarakat ,adat
merupakan salah satu mifia pemerintah
vang sangat potensial, yang memiliki
penEetattuin asli dan kearifan serta cara
penlelolaan sumber daya allm secara
Ladlsional. Pranata adat merupakan modal
sosial dalam strategi konservasi lerpadu
V*g U*tttusis komunitas adat (lokal)' Olehl**u itu sistem Pengetahuan Yang
F.*yt kualitatif perlu dikuantitatifkan dan




V*g berbasis masyarakat .(community
'Ui tZa su st ainab Ie dev e I opm ent) rnrupakan
penegasasan pentingnya keterlibatan
masyarakat dalam proses perencanaan'
i*pLt*o.i mauPun evaluasi dalam
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pengerubangan wilayah pesisir, sehingga
masyarakat selain turut
bertanggungjawab terhadap proses
pembangunan juga akan dapat menikmati
irasil pembangunan ( Dahuri, 2002)'
Manfaat wilaYah Peslslr
diperiukan oleh banYak Pihak Ylog
berkepentingan terutama masyarakat
yoog itidup dan tinggal disekitarnya Ol"l
l*Jnu itudiperlukan model rencana aksi
pengelolaan yang tepat oleh pemerintah
proinsi dan kabuPatenlkota (PP-*
bembangunan DePdagri, 1997)'
Masyarakat Petani nelaYan Yang
3umiatnya mencapai 22 % dari seluruh
ienduduk tniskin di Indonesia'
merupakan komunitas telpinggi*an
dalam pembangunan bangsa Indonesia'
Ini tidak saja disebabkan belum adanya
keberpihakan pernerintah terhadap
pembbrdayaan nelayan 41b-ut kebijakan
mako ekonomi Yang lebih mengarah
kepada industri, tetapi jrrga lemahnya
sumber daya manusia nelayan sendiri
(Utami,2002).
' Dalam Pengelolaan wilaYah
pesisir dan laut telah terdapat berbagai
p.tuno* hukum baik secara nasional
maupun di tingkat daerah' Namun dalam
oelaksanaannya peraturan hukum yang
idu b.lo* dapat berfungsi secara efektif
dan efisien, dan masih berperan sebagai
sarana kontrol sosial. Selain itu secara
substansi belum menyentuh persoalan-
persoalan daerah khususnya menylryt
lepentingan masyarakat setempat flokaD'
Secara sosiologis kelangsungan
proses pernbangunan harus ada syarat
L.tuu* keras serta kemampuan untuk
memanfaatkan setiaP kesemPatan
berbagai pembangunan' Masyarakat
narus'atctif dalam memecahkan masaiah-
masalah hiduP dan memiliki sikaP
terbuka bagi prkiran-pikiran dan usaha-
usaha baru. Selain itu diperlukan su.atu
keloinPok kretrtif atau mlnontas
pemimoin yang kreatif serta suatu massa
yalg kritis dalarn masvarakat' Demikian
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untuk proses pembangunan tersebut (Selo
Sumardjan, 1975; Soekanto, 1999)'
Peranserta masYarakat (nelaYan)
dalam pengelolaan linglungan laut dan
pantai di nengkutu masih sangat rendah'
ifal ini disebabkan selain tingkat
pengetahrnn terhadap hu{1m 
. 
lingkungan
y*! Utttut o masih rendah juga karena
letidaktahuan masyarakat terhadap arti
pentingnya lingkungan hjCYp !11u1. danp*tuii disekitarnya bagt 
- 
kehidupan
iembarini, 1996). eolpg isu
iermasalahan wilayah pesisir-di Bengkulu,
ialah satu sebabnya adalah kurangnya
pangetahuan dan kesadaran masyarakat^.ka" pentingnya pelestarian lingkungan'
Demikian Pulu Penegakan hukum di
wilayah pesisir belum optimal. Terlihat
adanya isu pennasalahan hukum dengan
tetladinya perarnbahan hutan di pesisir
puotui, 
- 
penambangan pasir dan batu,
penebangan hutan di kawasan sempadan
pantai, pencemaran air tanah, polusi
perairan laut, tidak ada perlindungan
ierhadap penyu dan satwa langka lain,
belum aOunyu kawasan tata ruang pantai
dan sebagainya (Deddy Bahctiar, 2002)'
lviasyarakat pesisir kabupaten Kaur
manpunyai Peran Penting dalam
,n.nduk*g Pengeiolaan dan'
pengembangan wilavahnya. Namun seperti
iralnya kehidupan rnasyarakat pesisir Ci
Indonesia umumnya, ketidakberdayaan
karena kemiskinan mejadi kendala untuk
berperan aktif dalam Pembanguuan,
sementara di sisi ia;i.iuga memiliki potarsi
untuk dapat berpartisipasi. Demikian pula
berdasarlian ltasil penelitiarr (Ambarini,
dkk, 2005), masyarakat di kabupaten Kaur
rada dasarnya telah memiliki sistern nilai
-osial budaya dan nofina-norrna hukum
.ckal (adat) yang rnenjadi pedoman
masyarakat daiam kehidupan sehari-hari
ihususnya suku bangsa Kaur Yang
rennukim di wilavah pesisir kabupaten
Kaur.
Sistem nilai sosial, budaYa dan
:rorma hukum lokal (adat) tersebut pemah
:erlaku secara efektif dan sangat ditaati
Supremasi"Hukum
masyarakat dalam mengatur hidup dan
kehidupan sehari-hari baik yang bersifat
privat maupun Publik. Namun semua
atllran-aturan hukum lokal (adat) yang
ada dan pernah berlaku tersebut, saat ini
tidak berlaku lagr dan tidak dipatuhi
masyarakat bahkan nyaris tidak dikenal
oletr generasi muda. Kecuali aturan-
aturan yang n'renyangkut perkawinan(hukum privat), sejak tedadinYa
perubahan pemerintahan marga menjadi
pcmerintahan desa dongan keluarnya
Undang-Undang No. 5 tahun 19i9
tentang Pemerintahan Desa, norma-norma
hukum lokal (adat) yang bersifat publik
ridak berlaku lagl. Dengan terjadinya
perubahan sistem Pemerintahan dan
sistem hukum Yang berlaku secara
nasional ini sangat berpengaruh terhadap
perubahan sistem sosial dalam
masyarakat adat suku bangsa Kaur yang
ada di pesisir KabuPaten Kaur'
Oleh karena ilu dengan adanYa
otonomi daerah saat ini yang memberikan
keweuangan pemcrintah daerah, perlu
memberdayakan dan men gangkat kembali
nilai-nilai hukurn lokal (adat) yang pemalt
berlaku untuk mengatuf dan menata
kembali sistem sosial dalam maqyarakat
termasuk sumberdaya aiam khususnya
dalam pengelolaan lingkurgan pesisir dan
laut di Kabupaten Kaur' Tulisan ini
menyajikan dan mengkaji hasil penelitian
berkaiian dengan sistem nilai sosial
budaya tlan norma hukum lokal (adat)
dalam rangka mengatur pengelolaan




menggunakan metode penelitian hukum
normative dan penelitian hukum ernpiris'
Lokasi penelitian merupakan wilayah
hukurn KabuPaten Kaur, ProPinsi
Bengkulu. PengumPulan data dengan
penelusuran kepustakaan terhadap

































sekunder, tersier. Wawancara mendalarn
dan Focus Group Discrtssion (FGD) dengan
tokoh-tokoh ktutci perorangan maupun
kelompok yaitu yang mewakili pemimpin
formal maupun informal dan kelompok
masyarakat di lokasi penelitian. lr{etode ini
digunakan memperoleh data primer. Data
yang diperoleh selanjutnya dianalisis
dengan rnenggunakan metode kualitatif
yang dilakukan secara terus menerus sejak




Secara geografis lokasi penelitian
terletak di pesisir Samudera Hindia dan di
lereng bukit Barisan, sehingga memiliki
sumber daya alam kelautan/ perikanan dan
daratan yaitu pertanian, perkebunan dan
kehutanan yang cukup potensial. Namun
penggalian dan nemanfaatannya masih
dilakukan secara tradisional dan lokal.
Penduduknya terdiri dari suku asli
Kaur yang disebut orang Bintuhan (Pasar
[ama), orang Sambat (Linau), orang Nasal
dan Semendo (Ulak Pandan) dan
pandatang dari suku Jawa, Batak, Melayu
(Bengkulu), Rejang, Krui, Bugis dan Cina
yang darang dan bermukim karena progriun
transmigrasi, atau spontan sendiri untuk
berkebun/bertani ataupun berdagang.
Bahasa komunikasi adalah bahasa Kaur,
dan juga bahasa Indonesia terutama apabila
berkomuniksi dengan suku lain. Pola
migrasi penduduk sebagian (Ulak Pandan
dan Pasar lama) agak jauh dari desanya
sehingga disebut orang rantau, dan
sebagian (Linau) cenderung menetap.
Mata pencaharian utama penduduk
asli adalah bertani/berkebun sekaligus
nelayan (Linau + : 600/o); (Ulak Pandan: t
40%); (Pasar lama: * 10%) dan nelayan
munri + 90 Yo di Pasar lama, selebihnya
pegawai negeri sipil, buruh dan berdagang.
Pendidrkan rata-l:ata penduduk masih sangat
rendah, selain karena kurangnya fasilitas
pendidikan (SD,SLTP dan SMiJ), juga
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kondisi miskin yang dihadapi masyarakat,
namun demikian motivasi untuk
mendapatkan pendidikan sangat tinggr.
Nelayan adalah orang yang secara
aktif melakukan pekerjaan dalam operasi
penangkapan ikan/binatang air lainnya
atau tanaman air (Ensiklopedi Indonesia:
f)epartemen Perikanan daiam
angka,l992). Menurut Frederichs and
Nair, istilah nelayan secara fungsional
bagian dari masyarakat tersendiri yang
dinamis yang n3$pu mengahr dirinya
sendiri dan beradaptasi atau saling
tergantung dan mempengaruhi
masyarakat lain yang berada di luar
sistem kemasyarakatan mereka. Nelayan
merupakan sistem sosial yang menata
khusus kehidupan masyarakat yang
sumber matapencarian hidupnya dari
lautan Nelayan dalam pengertian yang
lebih luas adalah masyarakat yang
mempunyai keciri-cirian khusus yang
bertumpu pada sumber mata pencarian
utamanya menangkap ikan, telah mampu
mengembangkan bidang-bidang lain yang
sesuai dengan kebunrhannya.
( S astrawidj aja, 2002 : 1 -9)
Sistem Nilai-Nilai Sosial Budaya
Dalam konteks kebudayaan,
masyarakat tradisional cenderung
menganut jalan pikiran hannoni dengan
alam sekitarnya. IJnnrk itu penting bagi
bangsa Indonesia membentuk paham
lingkungan hidup yang disarikan dari
kearifan masyarakat tradisional, dengan
menekankan pada tiga hal penting yaitu
:pengakuan hak ciptaan pemilikan
pengetahuan serta hak-hak kehidupan
masyaraicat tradisional; perlunya
mengaktifkan lembagaJembaga
masyarakat tradisional dan prasarana
yang berhubungan dengan pengelolaan
lingkungan secara lestari, perlunya
penghargaan terhadap pengetahuan dan
kearifan masyarakat tradisional mengenai
lingkungan hidup. Menurut Leslie White
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pendukungnya, dan merupakan faktor yang
menjadi dasar tingkah laku manusia, baik
dalam kaitannya dengan lingkungan fisik
maupun lingkungan sosial budaya. Karciia
bagaimanapun mutu suatu lingkungan fisik
atau sosial, Pada dasarnYa adalah
parcerminan kualitas kehidupan sosial
masyarakat para pendukung kebudayaan itu
(Hari purwanto,2000).
Sebagai suatu sistem sosial Yang
merupakan suatu wadah dan proses-proses
dari pola-pola interaksi sosial(Soekanto,l983: 27), masYarakat
nelayar/petani Katr merniliki nilai-nilai
sosial budaya yang menjadi pvioman dalam
kehidupan sehari-han yang dilatarbelakangr
oleh kondisi topografi dan demogafi suku
Kaur dan tercermin dari karakteristik dan
perilaku budaya berdasarkan asal usul, pola
migrasi penduduk, pola mata pencaharian,
sisiem ekonomi, pola pemukiman, fradisi
dan ritus serta kelembagaur yang ada.
Sistem kePercaYaan dan religi
sangat dipenganrhi oleh ajaran agama Islam
Berbagai fiadisi dan upacara yang terkait
dengan siklus hidup, alam, pola produksi
dilakukan sesuai dengan ajaran agama
Islam. Tradisi dan upacara-upacara adat
yang bertentangan dengan agama sudah
ditinggalkan, selain itu juga karena faktor
ekonomi (kemisikinan) dan pengaruh dari
luar. Misalnya kepercayaan bahwa pohon-
pohon besar ada "penunggu" sehingga
dilarang untuk 'ditebang' dan Cianggap
saliral. Dari aspek religi hal ini bertentangan
dengan agarna, tetapi ketaatan wrtuk tidak
menebang pohcn secara sembarangan
merupakan sutau kearifan dalam pelestarian
lingkunganArutan. Di Linau hd ini tidak
lagl ditaati sejak masuknya orang luar
tennasuk pengusaha FIPH yang diijiakan
melalnrkan penebangan hut;rn di wilayah
Linau pada tahun 1987.Tetapi di desa Ulak
Pandan masih diPertatrankan.
Selain Perkawinan, tradisi dan
upacara yang masih ada dan dilahrkan
terkait pola produksi yaitu melaut adalah




lama dan Linau) sebagai ungkapan rasa
syukur, mohon keselamatan dan
perlindungan kepada Tuhan Yang Maha
Kuasa. Dan ketika terjadi paceklik atau
peristiwa yairg tidak biasa di laut yang
menyebabkan fidak ada/sulit mencari
ikarr, dilaliukan upacara 'nYundai'
(memanggil ikan), sebagai tngkapan
permohonan maaf kePada Tuhan dan
alam karetra perbuatan/kesalahan yang
rnungkin dilakukan secara sengaja atau
tidak.
Menurut Pandangan masYarakat,
pesisir, laut dan hutan tidak ada
pemiliknya dan meruPakan 'milik
bersama' sehingga siapapun boieh
menggunakan dan memanfaatkan' Hal ini
sangat memPengaruhi Pemanfratan
sumber daya alam Yang ceirderung
eksploitasi dan mengakibatkan kerusakan.
Salah satu contoh adalah pemanfaatan
terumbu kararrg. Secara fadisi, terumbu
karang digunakan sebagai bahan
bangunan ntmah hingga sat ini. Namun
karena kebutuhan ekonomi dan penganrh
lua:, pengambilan tenunbu karang tidak
hanya untuk konsumsi sendid tetapi
sudah cenderung mengeksploitasi untuk
diperjualbelikan" Hal ini mulai berkurang
dengan adanya larangan dari Pemerintah
Daerah kecuali unnrk konsumsi sendiri.
Pada dasamya orang Kaur
adalah pekeqa keras, hal ini tercerrrin
dalam pekerjaan setiap hari setelah
melaut malam atau pagi hari, ke,lnudian
pergr ke kebun atau kembali lagi melaut
siang hari kecuali hari Jum'at dan bila
cuaca tidak memungkinkan (laut sedang
jahat). Namun budaya apa adanya masih
sangat melekat dengan sering
tercetusnya ungkapan *iadilah..' ketika
memperr:leh sesuatu hasil usaha.
Ungkapan ini selain mengandung
pemyataan rasa pasrah atau menerima
apa adanya juga tersirat ungkaPan
apatisme dan Pomyataan untuk
menghentikan suatu usaha meski
kesempakn rurtuk itu masih ada
Vol, 12, 200?
(terungkap dalam FGD). Hal ini secara
langsung atau tidak mengkondisikan
mereka tetap dalam keadaan miskin.
Sistem kekeluargaan dalam rumah
tangga lebih didominasi sistem patiiakhi.
Pengambil keputusan rumah tangga adalah
laki-laki sebagai kepala keluarga, meskipun
perempuan diberi peran dan penghormatan
namun beban rumah tangga adalah
tanggungan laki-laki. Berkebun juga
dilakukan oleh kaum perempuan dalam hal
merawat tanarnan yang telah ditanam suami
tapi sifatnya masih dianggap membantu
pekerjaan suami. Bagi seorang nelayan, istri
dan anak-anak harus berada dirumah ketika
bapak berangkat dan puleng dari melaut.
Nilai-nilai ini tampak dalam perilaku
kehidupan sehari-hari, meski sekarang telah
luntur/berkurang dan hanya dilakLrkan oleh
kaum tua-tua. Dominasi laki-laki juga
berlaku pada kelompok bujang gadis
(pemuda pemudi), tetapi hal ini kurang
ditaati lagi dalam pergduian kaum muda
saat ini kecuali pada upacara-upacara adat
tertentu seperti pernikahan.
Sistem kekerabatan yang ada lebih
mengutamakan keluarga besar.
Kepentingan keluarga besar menjadi fokus
perhatian daripada kepentingan yang lain.
Pengutamaan ini terlihat pada peristiwa-
peristiwa penting keluarga misalnya
kelahiran, hajatan perkawinan, musibah
bahkan lapangan pekerjaan, keluarga yarrg
lebih mampu berkewajiban membantu atau
mengangkat saudara atau keluarga yang
kurang mampu. Hal ini juga tampak pada
pola pernukiman meski tampak rapi berjajar
satu sama lain diantara tetangga adalah
komunitas keluarga besar. Dari pola
pemukiman yang rapi, beqajar dengan jarak
yang sama dan saling terlihat beranda depan
terkesan telah ada penataan ruang yang
baik dan sifat keterbukaan masyarakat
terhadap lingkungannya. Dalam sistem
kekerabatan dan pergaulan masyarakat,
sistem gotong royong (Setolongan) dan
kerjasama (tibean) masih sangat kental
hingga saat ini. Tidak saja pada peristiwa-
peristiwa tertentu yang sifatnya bersama
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tetapi juga pada peke{aan-pekerjaan yang
bersifat individu seperti ketika
mardaratkan peraliu pulang melaut,
berkebun dan sebagainya.
Berdasarkan hal tersebut dapat
dikatakan bairw;, nelayan Kaur pada
umunrrnya adalah petani-nelayan yang
memiliki sikap keterbukaan yang tinggi
dan pekeria keras. Selain itu juga
memiliki nilai-nilai sosial budaya yang
sangat bermanfaat bagi pengembangan
individu maupun masyarakat pada
umumnya unhrk kemajuan dan
ken-randirian hidup pribadi maupun dalam
bermasyarakat. Namun nilai-nilai tersebut
saat ini telah banyak mengalami
perubahan. Hal ini disebabkan berbagai
faktor yang antara lain bersumber pada
masyarakat itu sendiri maupun dari luar
baik masyarakat lain atau alam
sekelilingnya, yang dapat merupakan
faktor pendorong maupun penghambat.
Faldor pendorong misalnya kontak
dengan kebudayaan lain, sistem
pendidikan; toleransi terhadap pola-pola
perikelakuan menyimpang, sistem
stratifikasi sosial yang terbuka, penduduk
yang heterogen, dan ketidakpuasan
terhadap bidang-bidang kehidupan
tertentu (Soekanto, 1983 : I 53).
Secara sosiologis kelangsungirn
proses pembangrrnan harus ada syarat
kemauan keras serta kemampuan untuk
memant'aatkan setiap kesempatan
berbagai pembangunan. Masyarakat
harus aktif dalam memecahkan masalah-
masaiah hidup dan memiliki sikap
terbuka bagi pikiran-pikiran dan usaha-
usaha ba:u. Selain itu diperlukan suatu
kelompok kreatif atau minoritas
pemimpin yang keatif serta suatu massa
yang kritis dalam masyarakat. Demikian
pula tersedianya modal dan bahan baku
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\orma Hukum Lokal (Adat)
Dalam sistem sosial terdapat suatu
zub srstern yang secara firngsional berfungsi
rumperahankan pola dan integrasi yaitu
h.,rkum merupakan sub sistem sosial dau
:..uia1'a (Soekanto, l9S3; 28). Hukum adat
r"trrytk"" hukum fadisional masyarakat
'rdonesia senantiasa tumbuh dari suatu
kebutuhan hidup yang nyata, cara dan
:,mdangan hidup yang secara keseluruhan
lenrpakan kebudayaan masyarakat temPat
:i<um adat tersebut berlaku, yang tidak
:*lepas dari stnrktur kejiwaan 91n. tgu
l*tikit masyarakat Indonesia (1983; h'96-
i- ). Menurut Keebet von Benda-
Beckrnann, suatu istilah yang nefral yaitu
'Aut-um lokal" (tacat /aw), sebagai istilalt
-:enerik bagi hukum yang seang berlaku 
dan
crp..tuttuotuo pada tingkat lokal, 
- 
:idak
:andang dari mana hukum itu berasal (Tim
i{uma,2005:25).
Masyarakat nelaYan suku bangsa
liaur dalam kehidupannya sehari-hari
sangat tergantung Pada alam
,irsekelilingnya. Oleh karena itu unruk
inempertahankan kclcrssian dan ketertiban
pola hubungan antar warga masyarakat dan
lurgkungannya, berlaku aturan'aturan yang
sesuai dengan adat istiadat yang hidup dan
berkembang dalam masYarakat Yang
beisangkutan. Selain itu dalam menerapkan
anran-ah[an adat dan mengatur
masyaraka! para pemimpin (Pasirah)
berpedoman juga pada Oendang-oendang
Simboer \ahaja Bengkoeloe 2l Pebruari
1862 dan Oendang-oendang Adat Lembaga
Onderafdeling Kaoer tanggal 7 Nopember
1911, yang ditetapkan dan disahkan oleh
permufakatan antara segala kepala-kepala
turggul 12 Agustus l91l' Kedua undang-
rurdang ini merupakan semacam peraturan
daerah yang berlaku di daerah Kaur dan
Bengkulu sebagai salah satu daerah afdeling
di kirisidenan Palembang pada walctu itu'
Dalam penerapannya kedua undang-undang
ini hanya digunakan sebagai tuntunan (buku
pimpinan) bagi rapat (pimpinan) dan tidak
Lertltu sebagai Wetboek bagi hukum adat'
Supremasi Hukum
Di Kaur terdaPat tiga macam
lembaga adat yaitu adat lembaga Pasar
Bintuhan (Marga Pasar Bintuhan), adat
lembaga Kaur (Marga Sambat dan Nasal)
dan adat lernbaga Semendo (Nasal). Di
lokasi penelitian Pasar Lama termasuk
dalam Marga Bandar Bintuhan, Linau
(marga Sambat) dan Ulak Pandan
tennasuk dalam Marga Nasal. Aturan
atau nonna adat yang ada pada ketiga
lembaga adat tersebut tidak jauh berbeda
baik yang bersifat privat maupun publik'
Dalam kehiduPan sehari-hari
terutama menyangkut pemanfaatan tanah
(hutan) dan laut, setiap wiuga masyarakat
mempunyai hak dan kewajiban Yang
harui dipatuhi untuk menjaga ketertiban
dalam pergaulan masyarakat' Berkaitan
<iengan tanah terdapat hak kepemilikan
persekutuan/marga dan hak perseorangan.
Uat mitiii persoorangan diberikan pada
setiap orang yang telah membuka tanah
(hutan) yang belum ada pemiliknya
dengan batas-batas yang ditentukan oleh
adat. Pembukaan hutan baik oleh warga
atau orang luar suku harus dengan
ijrn/sepengetahuan Pasirah meialui Depati
dimaoa tanah tersebut beradai Demikian
pula bila terladi perpindahan ha"k. Hak
lnarga adalah tanah (hutan) Yang
digunakan sebagai cadangan untuk
keperluan marga dan tanah yang pernah
ada pemiliknya ietapi tidak diur'rs lagi'
Sedangkan terhadap laut tidak ada aturan
hak kepemilikan karena merupakan milik
bersama.
Selain menYangkut tanah, dalam
memenuhi kebutuhan seperti mendirikan
rumah, memotong hewan ternak (sapi dan
kerbau), mencari ikan di laut atau sungai
dan sebagainya maupun dalam pergaulan
antar warga terdapat atwan-aturan yang
bersifat perijinarL kewajiban atau pun
larangan yang harus dipatuhi anggota
masyarakat. Dalarn Penerapan dan
perregakannya atuan-aturan tersebut
dilaksanakan dan dikontrol oleh anggota
masyarakat dan pimpinan ma^rga (Pasirah
dan Depaii). Dalam hal ini peranan dan
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kewibawaan pimpinan marga (Pasirah)
sangat dihormati dan dipatuhi oleh semua
warga. Bila terjadi pelanggaran/
penyelewengan aturan-ahran yang ada,
penyelesaiannya dilakukan secara
bertingkat sesuai dengan berat ringan
pelanggaran yang dilakukan. Mulai dengan
cara kekeluargaan, dengan penggaw3
(kepala dusun), Depati dan terakhir
ditingkat marga (Pasirah dan musyawarah
marga) kecuali dalam hal perbuatan
kriminal. Dalam hal ini keputusan dan
sanksi yang dijatuhkan lebih bersifat
persuasive dan poryadaran dalam benttrk
denda sesuai dengan sifat pelanggaran.
Sanksi tersebut antaa lain: 1). 'pehileman
sssvsns*uong Rp25,:; 2). "Pehileman
Secrone + fu.25 + Jambar" ;3). "penyuci
tanah bumi". Dengan penjatuhan sanksi
demikian diharapkan si pelanggar akan
merasa malu dan menyadari ks52lahannya
dan tidak akan mengulanginya.
Pemberdayaan Hukum lrkal (Adat)
Dalam pengelolaan wilayah pesisir
dan laut teiah terdapat berbagai peratuftn
huk"um baik secara nasional maupun di
tinekat daerah. Namun dalam
pelalisanaannya perafrtran hukum yeng ada
belum dapat berfungsi secara efektif dan
efisien, dan masih berperan sebagai sarana
kontrol sosial. Selain itu secara substansi
belum menyenhrh persoalan-persoalan
daerah khususnya trtenyangkut kepantingan
masyarakat setemPat (lokal).
Dalam hampir semua wilaYah
kehidupan maupun realitas sosial terdapat
lebih dari satu sistem hukum (daiam arti
luas) yang relevan. Bagi banyak ilmuan
social , khususnya ahli antropologi hukum,hukum tidak terbatas Pada
aktivitas,aturan perangkat administrative,
keputusan pengadilan dan lainlain. Hukum
dipahami secara luas sebagai aturan
kognitif dan normatif vang diambil dan
dilanggengkan pada konteks social seperti
di desa, komunitas, perkumpulan ataupun
Negara (Moore, 1973). Setiap konteks
sosial memiliki kemamPuan untuk
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menghasilkan afllran yang bersifat
normative dan kognitif. Oleh karena itu
sangat mungkin terdapat berbagai macam
hukum misalnya;
r Hukum Negara yang dibuat oleh
legislative dan ditegakkan oleh
pemerintah.
o Hukum Agama termasuk doktrin
tertulis mapun praktik keberagamaan
o Hukum adat, teimasuk hukum adat
yang tertulis secara formal maupun
tradisi yang diinterpretasi secara telus
menerus.
r Penganrh donor dalam penrmusan
peraturan ,termasuk aturan yang
berkaitan dengan proyek atau
program tertent[, contohnya aturan
proyek irigasi.
r Aturan organisasi misalnya aturiul
yang dibuat oleh pengguna sumber
daya.
Ke$s1adaan dan interaksi dari
berbagai afuran hokum pada sebuah
seting sosial atau wilayah kehidupan
social disebut sebagai pluralisme huk:um.
Pluralisme hukum sangat
aplikatif pada semua konteks khususnya
dalarn kondisi yang serba tidak pasti.
Mehta, dkk- (2000) mcngidentifikasi tigajenis ketidakpastian yang memiliki
peranan penting membentuk perilaku
manusia,yaitu: a. Ketidak?astian ekologi
yang disebabkan fluktuasi cuaca dan
fenomena biofisik yang lain; b.
ketidakpastian mata pencaharian yang
disebabkan oleh fluktuasi lapangan
pekerj aan, c. Ketidakpastian pengetahuan
yang disebabkan oleh tidak lengkapnya
pemahaman atau prediksi. Selain itu perlu
ditambah kategori keempat, yaitu
ketidakpastian sosial dan politik yang
disebabkan fluktuasi dari rezim atau
kekuatan sosial tertentu. Kategori
keempat ini sama pentingnya denganjenis ketidakpastian yang lain dan
memiliki pengaruh yang cukup signifikan
terhadap hak atas properly.
Dalam konteks ketidakberlalcran
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disebabkan karena pembahan sistem
pemerintahan yarrg tlenberlakukan hukum
Negara (Undang-Undang No. 5 Tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa) untuk
pelaksanaan pemerintahan desa di selunrh
Indonesia. Perubahan sistem Pemerintahan
desa dan sistem hukum ini sangat
mempengaruhi efeltivitas berlakunya
hukum lokal (adat) yang ada terutama yang
bersifat public tidak hanya yang berkaitan
dengan persoalan pemerintahan tetapi juga
aturiur-aturan yang mengatuf pemanfaatan
dan pengelolaan sumberdaya alam dan
lingkungan di sekitarnya seperti tanah,
hutan dan lain sebagainya.
Hukum pada PrinsiPnYa
memerlukan pengetahuan dan didukung
masyarakat, yang pada gilirannYa
menimbrrlkan partisipasi masyarakat yang
lebih besar pada keputusan yang
mempenganrhi lingkurgan (WCED, 1988).
Peranserta masyarakat dalam penegakan
hukum tidak terlepas dengan kesadaran
masyarakat, dalam hal ini baik terhadap
pentingnya kelestarian lingkungan hidup
bagi kehidupan manusia maupun hukum
yang berlaku. Menurut Mochtar Lubis
(1995) kesadaran merupakan tiang atau
landasan yang diperlukan untuk melalcukan
perubahan sikap. Suatu perubahan yang
t€rjadi mengharuskan perluuya
memodifikasi pola tingkah laku dalarn
menghadapi lingkungan fisik. Sahlin (1977)
mengatakan manusia cendenurg
mendekatinya melalui budaya yang
dimilikinya yaitu sistern simbol, makna dan
sistem nilai (Hari Purwanto, 2000).
Peraturan dan hukum sendiri
merupakan sesuatu yang bisa
dinegosiasikan, diinterpretasikan dan
diubah. Dinamika pertauran atau hukum
disebabkan oleh penggunaan aturan yang
berbeda oleh berbagai pihak dan proses
negosiasi antar pihak tersebut. Tidak hanya
hukum lokal yang bisa beradabtasi, juga
hukum negara bisa berubah dengan
mempertimbangkan berbagai macam jenis
aturan hukum lain seperti agama,adat dan
lain-lain. Oleh karena itu arurail yang
Supremasi Huhttn
berbeda tidak berada dalam kondisi
saling mengisolasi satu sama lain,tetapi
saling berinteraksi, mempengaruhi dan
"saling mendukung" (Guillet, 1998).
Proses interaksi dan saling
mempengaruhi aotara berbagai aturan
hukum dipengaruhi oleh relasi kekuasaan
antara pihak yang menggunakan aturan
tersebut (Huma,2005)
Dengan mengacu pada nilai-nilai
sosial budaya dan hukum lokal (adat)
yang ada tersebut, unhrk
mmgembangkan dan mengelola potensi
sumber daya alam khususuya di wilayah
pesisir dan laut, perlu dilahrkan
pemberdayaan pertama-tama terhadap
sumber daya manusia dan sistem
kelembagaan yang ada. Model
pemberdayaan harus lebih bersifat
sebagai suatu proses yang dipadukan
dengan progam dalam bidang-bidang
tertentu yang essensial. Bidang-bidang
tersebut antara lain pendidikan, ekonomi
dan hukum.
Dalam pembangunan bidang
hukum hendaknya dilihat secara utuh
melalui pendekatan holistih +engrngat
hukum bukan sekedar formalitas yang
Sanya berurusan dengan soal-soal
normative, melainkan unsur kulturpun
perlu mendapat perhatian disamping
struktur dan substansinnya, sehingga
hukum memiliki keberlakuan secara
factuaVempiris; normative/fonnal dan
evaluatif (J.J.H Bruggink, I 996: 35).
Dalarn kaitannya dengan
pengelolaan wilayah pesisir dan laut di
daerah, berdasarkan Undang-Undang
No.32 Tahun 2004 daerah propinsi
maupun kabupaten mempunyai
kewenangan unn* mengelola dan
mengatur pemanfaatannya melalui
Peraturan Daerah. Oleh karena itu dalam
merumuskan peraturzur daerah perlu
mengidentifikasi berbagai peraturan yang
mempunyai pengaruh dalam pengelolaan
wilayah pesisir dan laut, tennasuk
mengadopsi dan memberdayakan nilai-
nilai hukum lokal (adat) yang ada dannr
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pernah berlaku dan ditaati masyarakat.
Nilai-nilai hukum lokal (adat) sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentran yang
berlaku dan ketertiban umum patut
dipertahankan dan dikembamgkan dengan
cara mengangkat kembali atau mengadopsi
dalam merumuskan peraturan yang baru.
DCIrgan demikian peratrran daerah yang
dirumuskan akan memiliki daya
keberlakuan dan rnenjadi sumber kekuatan
bagi masyarakat pengguna (stakeholders)
termasuk masyarakat lokal dalam
mengakses sumberdaya alam disekitamya.
Hal ini selain akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat juga akan lebih
efektif dalam meningkatkan kesadaran dan
kepatuhan hukum masyarakat dalarn
pengelolaan lingkungan pesisir dan laut,
karana hukum yang berlalnr teiah
mengandung unsur-unsur atau nilai-nilai
budaya dan norma yang telah oipahami
sejak lama.
SIMPULAN
Berdasarkan uraian tersetrut dapat
disimpulkan bahwa masyarakat nelayan
Kaur pada umumnya nelayan sekaligus
petani yang mengandalkan kehidupannya
tidak saja pada laut (mclaut) tctapi juga
pada tanah (hutan) dengan bercocok tanam
(berkebun). Karakterisitik masyarakat
adalah peke{a keras dan corderung terbuka
sehingga mudah menerima hal-hal baru dan
perubahan yang terjadi, namun terlihat
kurangnya perlindungan diri dan sosialisasi
yang menyebabkan lunturnya nilai-nilai
adat dan budaya tennasuk aturan hukurn
lokal (adat) yang ada dan pemah berlaku.
Nonna hukum adat yang menjadi
pedoman dan mengatur kebiduPan
masyarakat nelayan di wilayah pesisir
Kabupaten Kaur adalah hukum adat Kaur
dalam bentuk tidak ternrlis dan tertulis
(Oendang-oendang Simboer Tiahaya
Banglcahoeloe tanggil,2l Februari 1862 dan
Oendang-oendang Adat Lembaga
Onderafdeeling Kaoer tanggal 7 Nopember
1911 No. 444). Keteirtuan-ketentuan adat
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tenebut nerupakan peraturan baik yang
bersifat publik maupur privat, berkaitan
dengan sistem pemerintahan adat(marga), keluarga/ perkawinan,
pemanfaatan sumber daya alam baik di
darat maupun di laut (berladang/melaut).
Ketentuan-ketentuan tersebut telah
berlaku terus menerus dan dipatuhi oleh
masyarakatnya sejak lama, sehingga
merupakan cerminan jiwa dan kehidupan
dari masyarakat yang bersangkutan. Oleh
karena itu nilai-nilai didalamnya yang
masih relevan dengan kondisi saat ini dan
yang akan datang perlu dipertahankan
dan diberdayakan dalam merumuskan
peraturan daerah atau peraturan
peraturan lain yang berkaitan dengan
pengelolaan wilayah pesisir dan laut di
daerah.
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